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ABSTRACT 
 
Railway development in Indonesia has open a new chapter following issuance of new 
act, Law number 23 / 2007 on Railway. The implementation of Law number 23/2007 
requires common understanding on the objective of national railway development. 
National Railway System’s vision is developed through meticulous study of two acts on 
railway -Law no 13/1992 and Law no 23/2007- using law and technical approach. The 
main theme of the new law is railway market liberalization. Its purposes are to increase 
service level and professionalism, as well as to support national and regional 
development in general. National Railway System can be envisage as multi operators, 
in line with regional autonomy, professional, with enough support on development of 
domestic technology and human resources development.   
 
ABSTRAK 
 
Pembangunan perkeretaapian di Indonesia saat ini telah memasuki tahapan baru 
dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 
Penerapan UU 23/2007 menuntut adanya kesepahaman dari semua pihak mengenai 
tujuan pembangunan perkeretaapian nasional. Visi sistem perkeretaapian nasional 
dirumuskan melalui pengkajian terhadap dua undang-undang perkeretaapian, yaitu 
UU 13/1992 dan UU 23/2007 menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan teknis. 
Inti dari perubahan perundangan perkeretaapian Indonesia adalah liberalisasi pasar 
perkeretaapian. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalisme, serta 
menunjang pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Visi yang ingin 
diwujudkan adalah suatu sistem perkeretaapian nasional yang multi operator; 
mendukung otonomi daerah; profesional dan terjamin mutu pelayanan; serta 
mendukung pengembangan teknologi dan SDM dalam negeri.  
Kata kunci: visi, sistem, perkeretaapian, undang-undang. 
 
PENDAHULUAN 
Pembangunan perkeretaapian 
di Indonesia saat ini telah memasuki 
tahapan baru dengan ditetapkannya 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian. Pemberlakuan 
UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian mempunyai dampak 
yang sangat besar terhadap 
penyelenggaraan perkeretaapian pada 
masa mendatang, bukan hanya pada 
tataran operasional tetapi juga pada 
aspek kelembagaan dan kebijakan. 
Latar belakang dari perumusan 
dan penetapan UU 23 tahun 2007 
tentang Perkeretaapian adalah 
banyaknya permasalahan yang 
dihadapi oleh dunia perkeretaapian di 
Indonesia. Dalam dokumen kerja yang 
berjudul “Cetak Biru Pembangunan 
Transportasi Perkeretaapian”, Ditjen 
Perkeretaapian merumuskan 
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permasalahan perkeretaapian saat ini 
sebagai berikut: 
1. Pelayanan belum memuaskan;  
2. Pangsa KA terhadap angkutan 
penumpang maupun barang 
masih kecil; 
3. Belum terpadu dengan moda 
lain; 
4. Kecepatan rendah sehingga 
waktu tempuh tinggi; 
5. Jumlah KA ekonomi bekurang; 
6. Sering terjadi kecelakaan; 
7. Jumlah armada terbatas; 
8. PT. KA sebagai operator 
tunggal. 
Dalam dokumen kerja yang sama 
dinyatakan bahwa pangsa pasar KA 
terhadap angkutan penumpang adalah 
7,32% dan barang sebesar 0,63%. 
Untuk itulah Pemerintah 
memandang perlu untuk mengganti UU 
perkeretaapian yang lama, yaitu UU No 
13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian, 
dengan perundangan baru yang lebih 
komprehensif dan relevan dengan 
kondisi terkini. Disebutkan dalam UU 
Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaapian, bahwa dasar 
pertimbangan diundangkannya UU 
tersebut antara lain: 
1. Transportasi mempunyai peranan 
penting dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi, 
pengembangan wilayah dan 
pemersatu wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dalam rangka mewujudkan 
Wawasan Nusantara, serta 
memperkukuh ketahanan nasional 
dalam usaha mencapai tujuan 
nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Perkeretaapian sebagai salah satu 
moda transportasi dalam sistem 
transportasi nasional yang 
mempunyai karakteristik 
pengangkutan secara massal dan 
keunggulan tersendiri, yang tidak 
dapat dipisahkan dari moda 
transportasi lain, perlu 
dikembangkan potensinya dan 
ditingkatkan peranannya sebagai 
penghubung wilayah, baik nasional 
maupun internasional, untuk 
menunjang, mendorong, dan 
menggerakkan pembangunan 
nasional guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat; 
Sejak pengesahan UU 23/2007, 
Pemerintah –dalam hal ini diwakili 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian 
Departemen Perhubungan– dihadapkan 
pada berbagai masalah dalam penerapan 
dan implementasinya. Di antara 
pekerjaan rumah Ditjen Perkeretaapian 
yang harus diselesaikan adalah 
mengenai: 
1) Peraturan perundangan di bawah 
UU; yaitu pada tingkat Peraturan 
Pemerintah (PP), Keputusan 
Menteri (KM), dan Surat 
Keputusan Direktur Jenderal (SK 
Dirjen).  
2) Restrukturisasi kelembagaan 
pengelola dan pembina 
perkeretaapian; termasuk PT.KA 
dan Ditjen KA sendiri. 
3) Penyusunan Rencana Induk 
Perkeretaapian 
Nasional.Sosialisasi UU No 23 
Tahun 2007 kepada pihak terkait 
(stakeholders). 
Sebelum dilakukannya 
pekerjaan-pekerjaan di atas, Ditjen KA 
merasakan perlunya ada pemahaman 
mengenai tujuan penerapan UU No 23 
Tahun 2007. Tanpa adanya kesepahaman 
dari semua pihak mengenai tujuan 
pembangunan perkeretaapian nasional, 
semua kegiatan tidak akan berjalan 
dengan lancar. Maka dari itu diperlukan 
suatu perumusan secara ilmiah mengenai 
visi sistem perkeretaapian nasional; yaitu 
jawaban atas pertanyaan: “Akan dibawa 
ke mana perkeretaapian Indonesia?” 
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METODE PENELITIAN 
Pembahasan yang dituturkan 
dalam tulisan ini merupakan hasil 
pengkajian terhadap dua undang-undang, 
yaitu: 
A. Undang-Undang No. 13 Tahun 
1992 Tentang Perkeretaapian; 
dan 
B. Undang-Undang No. 23 Tahun 
2007 Tentang Perkeretaapian. 
Kedua undang-undang tersebut dikaji 
pasal-per-pasal secara menyeluruh dari 
sisi redaksi maupun makna, 
menggunakan pendekatan hukum dan 
pendekatan teknis. Dari hasil pengkajian 
tersebut dapat dirumuskan apa yang 
disebut sebagai Visi Sistem 
Perkeretaapian Nasional. 
 
 
PEMBAHASAN 
UU No 13 Tahun 1992 tentang 
Perkeretaapian memiliki 12 bab dan 46 
pasal, sementara UU Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian memiliki 18 
bab dan 214 pasal. Tambahan 6 bab dan 
168 ayat tersebut menimbulkan 
perubahan yang sangat signifikan 
terhadap tatanan sistem perkeretaapian 
nasional. Apa yang disebut sebagai visi 
sistem perkeretaapian nasional adalah 
intisari perubahan dari UU no 13 tahun 
1992 ke UU 23 tahun 2007. Apa pokok 
yang berubah dari UU lama ke UU yang 
baru, maka itulah visi atau tujuan yang 
ingin dicapai dalam sistem 
perkeretaapian nasional. 
 
 
Gambar 1. 
Perubahan UU Membentuk Visi Siskanas  
 
Perubahan-perubahan mendasar yang
menjadi roh dari diadakannya transisi 
dari UU 13/1992 ke UU 23/2007 adalah: 
1. Diperkenalkannya asas kemandirian, 
asas transparansi, asas akuntabilitas, 
dan asas berkelanjutan sebagai dasar 
penyelenggaraan sistem 
perkeretaapian nasional. 
a. Asas kemandirian diartikan 
bahwa penyelenggaraan 
perkeretaapian harus 
berlandaskan kepercayaan diri, 
kemampuan dan potensi produksi 
dalam negeri, serta sumber daya 
manusia dengan daya inovasi dan 
kreativitas yang bersendi pada 
kedaulatan, martabat, dan 
kepribadian bangsa.  
b. Implementasi asas kemandirian 
adalah mengutamakan produksi 
dan teknologi dalam negeri di 
bandingkan produk impor.  
c. Asas kemandirian juga 
menekankan pentingnya 
penggunaan tenaga ahli dalam 
negeri dibandingkan tenaga 
asing. 
d. Asas transparansi dan 
akuntabilitas adalah bentuk 
tanggung jawab penyelenggaraan 
perkeretaapian nasional pada 
masyarakat. 
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e. Asas berkelanjutan menekankan 
pada kesinambungan antara 
kemajuan teknologi dan 
pelestarian lingkungan. 
2. Perubahan tujuan penyelenggaraan 
perkeretaapian nasional. UU 23/2007 
menyatakan bahwa ”Perkeretaapian 
diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memperlancar perpindahan orang 
dan/atau barang secara massal 
dengan selamat, aman, nyaman, 
cepat dan lancar, tepat, tertib dan 
teratur, efisien ....” dan seterusnya 
hingga akhir pasal (Pasal 3 UU 
23/2007).  
A. Hal ini menunjukkan keinginan 
untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan pada masyarakat, 
mengingat reputasi pelayanan 
kereta api yang negatif selama 
ini. 
3. Diperluasnya definisi perkeretaapian 
khusus. UU 13 tahun 1992 
membatasi perkeretaapian khusus di 
bidang industri, pertanian, 
pertambangan, dan kepariwisataan; 
sementara UU 23/2007 tidak 
mencantumkan bidang tertentu yang 
diperbolehkan untuk 
menyelenggarakan perkeretaapian 
khusus. 
a) Perluasan definisi perkeretaapian 
khusus ini merupakan antisipasi 
terhadap perubahan kebutuhan 
pasar di masa yang akan datang, 
khususnya pasar kereta api 
angkutan barang. 
4. Dilibatkannya Pemerintah Propinsi 
maupun Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam perencanaan, perancangan, 
pembinaan dan pengawasan, maupun 
pelaksanaan Sistem Perkeretaapian 
Nasional.  
a. Ini merupakan salah satu 
konsekuensi dari diterapkannya 
sistem Otonomi Daerah (Otda). 
Ini juga memberikan implikasi 
bahwa semua kebijakan 
perkeretaapian harus melibatkan 
pemerintah daerah yang 
bersangkutan.  
b. Kesiapan aparat pemerintah 
daerah dalam pemahaman 
maupun kemampuan teknisnya 
terlebih dahulu harus dibenahi. 
Tanpa kesiapan Pemerintah 
Daerah, semangat otonomi 
daerah hanya akan menjadi 
penghambat kemajuan 
perkeretaapian di Indonesia. 
5. Pemisahan antara penyelenggaraan 
sarana dan prasarana perkeretaapian.  
a. Pemisahan ini diharapkan 
berdampak pada lebih 
profesionalnya pelayanan 
industri perkeretaapian.  
b. Memisahkan penyelenggaraan 
sarana perkeretaapian dan 
prasarana perkeretaapian 
memiliki dampak yang tidak 
sedikit dari sisi regulasi dan 
peraturan, perhitungan kebutuhan 
SDM dan organisasi, termasuk 
permasalahan pemisahan arus kas 
dan neraca keuangan lembaga. 
6. Pemindahan tugas penyelenggaraan 
sarana dan prasarana perkeretaapian 
dari Pemerintah yang diwakili Badan 
Penyelenggara ke Badan Usaha. 
a. Poin ini adalah perubahan paling 
mendasar pada UU 23/2007. 
Dengan dipindahkannya tugas 
penyelenggaraan sarana dan 
prasarana perkeretaapian dari 
Pemerintah ke Badan Usaha, 
dapat diartikan bahwa liberalisasi 
perkeretaapian nasional adalah 
sebuah kewajiban. 
7. Penekanan pada standarisasi 
pelayanan dan operasi, baik dari sisi 
sarana, prasarana maupun sumber 
daya manusia. Standar tersebut 
menuntut adanya pembuktian berupa 
pengujian, pemeriksaan dan 
sertifikasi. 
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1. Standarisasi merupakan usaha 
untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan perkeretaapian kepada 
masyarakat. 
2. Dari sisi kelembagaan, perlu 
dipersiapkan unit atau badan 
pelaksana yang bertugas untuk 
melakukan pengujian, 
pemeriksaan, dan sertifikasi 
tersebut. 
3. Persiapan kelembagaan juga ikut 
ditunjang dengan persiapan 
sumber daya manusia yang 
memiliki kemampuan teknis 
yang memenuhi syarat. 
8. Diperkenalkannya regulasi mengenai 
angkutan multimoda. 
a. Dimasukkannya pasal mengenai 
angkutan multimoda merupakan 
usaha mewujudkan KA sebagai 
moda transportasi orang/barang 
yang efisien. 
9. Pelimpahan wewenang penetapan 
tarif perkeretaapian pada Badan 
Usaha penyelenggara, kecuali KA 
ekonomi dan perintis. Pemerintah 
hanya menetapkan pedoman 
penetapan tarif. 
1. Pelimpahan wewenang mengenai 
penetapan tarif akan memberikan 
keleluasaan pada operator sarana 
maupun prasarana perkeretaapian 
untuk beroperasi. Diharapkan 
keleluasaan ini juga diimbangi 
dengan meningkatnya 
profesionalisme dan kualitas 
layanan yang diberikan. 
2. Perubahan ini baru akan efektif 
dirasakan dampaknya jika 
kondisi multi operator sarana 
maupun prasarana perkeretaapian 
telah terwujud. 
10. Diakuinya peran serta masyarakat 
dalam Siskanas. 
a. Peran serta masyarakat 
dimaksudkan untuk menjamin 
dijalankannya asas transparansi 
dan akuntabilitas. 
 
  
 
Gambar 2. Sistem Perkeretaapian Nasional 
 
Dari uraian di atas, dapat diambil 
intisari bahwa berdasarkan perubahan 
perundang-undangan perkeretaapian dari 
UU No 13 Tahun 1992 ke UU No 23 
Tahun 2007, “Visi Sistem 
Perkeretaapian Nasional” yang ingin 
diwujudkan adalah:  
1. Multi operator; yang ditandai dengan 
diperluasnya definisi perkeretaapian 
khusus, pemisahan antara 
penyelenggaraan sarana dan 
prasarana perkeretaapian, 
pemindahan tugas penyelenggaraan 
sarana dan prasarana perkeretaapian 
dari Pemerintah ke Badan Usaha, 
Visi Sistem Perkeretaapian Nasional 
                                                                                                                             (Mohammad Okki Hardian)  
D22 
Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)                          Vol .3  Oktober 2009 
Universitas Gunadarma - Depok, 20-21 Oktober 2009                                                     ISSN: 18858-2559 
 
dan pelimpahan wewenang 
penetapan tarif perkeretaapian pada 
Badan Usaha penyelenggara.  
2. Mendukung otonomi daerah; dengan 
dilibatkannya Pemerintah Propinsi 
maupun Kabupaten/Kota dalam 
perencanaan, perancangan, 
pembinaan dan pengawasan, maupun 
pelaksanaan Sistem Perkeretaapian 
Nasional.  
3. Profesional dan terjamin mutu 
pelayanan; yaitu berupa 
diperkenalkannya asas transparansi, 
asas akuntabilitas, dan asas 
berkelanjutan sebagai dasar 
penyelenggaraan sistem 
perkeretaapian nasional; perubahan 
tujuan penyelenggaraan 
perkeretaapian nasional dengan 
penekanan pada keselamatan, 
keamanan, kenyamanan, kecepatan 
dan kelancaran, ketepatan, ketertiban 
dan keteraturan, serta efisiensi; 
penekanan pada standarisasi 
pelayanan dan operasi; dukungan 
terhadap angkutan multimoda; serta 
diakuinya peran serta masyarakat. 
4. Mendukung pengembangan 
teknologi dan SDM dalam negeri; 
dengan diperkenalkannya asas 
kemandirian sebagai dasar 
penyelenggaraan sistem 
perkeretaapian nasional. 
Setelah jelas visi yang ingin dicapai 
melalui penetapan UU No 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian, maka 
perumusan semua kebijakan yang akan 
dirumuskan oleh Pemerintah haruslah 
diarahkan dalam usaha pencapaian visi 
tersebut. Visi tersebut juga harus 
menjadi roh dari setiap peraturan yang 
akan ditetapkan sebagai aturan 
pelaksanaan dari UU No 23 Tahun 2007. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan yang dapat ditarik 
dari pembahasan ini adalah bahwa inti 
dari perubahan perundangan 
perkeretaapian Indonesia dari UU 
13/1992 ke UU 23/2007 adalah 
mengamanatkan liberalisasi pasar 
perkeretaapian. Tujuannya adalah demi 
meningkatkan pelayanan dan 
profesionalisme, serta menunjang 
pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah secara umum.  
Dapat disimpulkan pula bahwa 
visi yang ingin diwujudkan melalui 
ditetapkannya UU No 23 Tahun 2007 
adalah suatu sistem perkeretaapian 
nasional yang multi operator; 
mendukung otonomi daerah; profesional 
dan terjamin mutu pelayanan; serta 
mendukung pengembangan teknologi 
dan SDM dalam negeri. Tujuan yang 
mulia 
 tersebut tidak akan mungkin tercapai 
tanpa suatu kondisi prasyarat, yaitu 
kesiapan dan kesepahaman dari semua 
pihak terkait akan suatu tujuan bersama. 
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